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Abstract 
The research aims to analyze the implementation of the State Civil Apparatus Discipline Policy 
at Regional Secretariat General Bureau of Central Sulawesi Province. The main theory as the 
reference in this research was adopted from George C. Edward III with four dimensions, namely 
communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research method used a 
descriptive qualitative approach. The research setting was located at Regional Secretariat General 
Bureau of Central Sulawesi Province with five informants. Data were gathered through interview, 
observation, and documentation. Data analysis was done using several stages such as data reduction, 
data display, drawing conclusion and verification. The research findings reveal that the 
implementation of  the State Civil Apparatus Discipline Policy at Regional Secretariat General Bureau 
of Central Sulawesi Province have not run well because three cut of four dimensions do not run as 
expected. The dimensions are communication, mainly socialization aspect is not maximal yet; then, 
resources which human resources still lack in quantity, funding, facilities showing results that do not 
support the implementation of the policy. The third aspect is disposition where support and attitude of 
the implementer covering honesty, democratic and commitment have been run by the implementer but 
still not maximal, so it is ineffective yet while bureaucratic structure namely main duty and function 
are already clear so no fragmentation and be flexible. 
Keywords: implementation of the State Civil Apparatus Discipline Policy at Regional Secretariat 
General Bureau of Central Sulawesi Province, Communication, Resources, Disposition, 




Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai 
unsur utama sumberdaya manusia aparatur 
negara mempunyai peranan yang menentukan 
keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan 
dan pembangunan. Sosok Aparatur Sipil 
Negara yang mampu memainkan peranan 
tersebut adalah Aparatur Sipil Negara yang 
mempunyai kompetensi yang diindikasikan 
dari sikap disiplin yang tinggi, kinerja yang 
baik serta sikap dan perilakunya yang penuh 
dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, 
bermoral dan bermental baik, profesional, 
sadar akan tanggungjawabnya sebagai pelayan 
publik serta mampu menjadi perekat persatuan 
dan kesatuan bangsa. 
Disiplin kerja adalah merupakan modal 
yang penting dan harus dimiliki oleh aparatur 
negara sebab menyangkut pemberian 
pelayanan kepada publik. Dalam upaya 
meningkatkan kedisiplinan Aparatur Sipil 
Negara tersebut sebenarnya pemerintah 
indonesia telah memberikan sesuatu kebijakan 
dengan dikeluarkannya Undang-Undang 
kepegawaian Nomor 43 tahun 1999 tentang 
pokok-pokok kepegawaian, selanjutnya 
Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan 
bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah 
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profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 
diangkat oleh pejabat Pembina sesuai dengan 
kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan 
undang-undang. Untuk itu pegawai ASN 
disebut sebagai unsur aparatur negara yang 
mempunyai tugas menyelenggarakan tugas-
tugas umum pemerintah dan pembangunan, 
yang peranannya menjadi sangat penting dan 
sangat diperlukan.  
Dalam rangka itu diperlukan 
pengembangan dan penerapan system 
pertanggungjawaban yang tepat, jelas terukur 
dan legitimate sehingga penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan dapat 
berlangsung secara berdaya guna, berhasil 
guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas 
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 
Biro Umum merupakan Unit Satuan 
Kerja Pemerintah Daerah dari Lingkup 
Sekretariat Daerah yang terbentuk berdasarkan 
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 
Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi; dan 
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 
42 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan 
Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dan Inspektorat Daerah. 
Disamping itu gambaran mengenai 
tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan 
sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Strategi 
yang mengindikasikan tingkat keberhasilan 
dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan 
sesuai dengan program dan kebijakan yang 
telah ditetapkan dalam Rencana Strategi Biro 
Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah. 
Peraturan pemerintah nomor 53 tahun 
2010 secara tegas disebutkan jenis hukuman 
disiplin bagi aparatur sipil negara yang tidak 
mentaati kewajiban dan/atau melanggar 
larangan ketentuan disiplin pegawai negeri 
sipil yaitu terdiri atas : hukuman disiplin 
ringan, terdiri atas: teguran lisan yaitu teguran 
lisan bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa 
alasan yang sah selama lima hari kerja, teguran 
tertulis bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa 
alasan yang sah selama enam hari sampai 
dengan sepuluh hari kerja dan pernyataan tidak 
puas secara tertulis bagi ASN yang tidak 
masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 
sebelas sampai lima belas hari kerja. 
Soetrisno (2011:151) mengajukan  tiga 
bentuk dimensi disiplin yang setidaknya harus 
dimiliki oleh seorang ditempat kerja yaitu: (1) 
Disiplin waktu yaitu berkaitan sikap paktual 
waktu yang telah ditetapkan seperti waktu  
berangkat dan tiba di kantor, waktu mulai 
kerja, waktu istirahat,waktu pulang kantor serta 
waktu kegiatan lain seperti apel pagi dan lain-
lain yang berhubungan dengan kegiatan 
keseharian dalam lingkungan kerja, (2) 
Disiplin moral yaitu disiplin yang keluar dari 
hati nurani dan berusaha menepati atau 
menyelesaikan suatu pekerjaan seperti bekerja 
penuh tanggung jawab, tidak melakukan 
tindakan yang merugikan, jujur, sungguh-
sungguh dalam bekerja, dan (3) Disiplin 
administrasi, yaitu disiplin untuk mengerjakan 
atau tidak mengerjakan seperti yang tertera 
dalam aturan atau kaidah yang telah ditetapkan 
sebelumnya. Kaidah tersebut dapat berupa 
tertulis, tidak tertulis yang berisi norma 
hukum, peraturan kepegawaian dan lain-lain. 
Disiplin ASN pada Biro Umum 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 
yang juga menjadi obyek dalam penelitian ini. 
Masih ada beberapa ASN pada Biro Umum 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 
tersebut yang melakukan pelanggaran disiplin 
terutama dalam jam kerja seperti datang 
terlambat, tidak mengikuti upacara dan apel 
pagi, bahkan ada beberapa pegawai yang 
meninggalkan kantor pada jam kerja. Dan 
berdasarkan penelitian  pada Biro Umum 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 
terdapat ASN yang tidak melaksanakan tugas-
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tugasnya sebagai aparatur pemerintah dengan 
baik, rendahnya disiplin kerja ASN serta 
penempatan ASN yang tidak sesuai dengan 
fungsi dan keahliannya, yang mencerminkan 
kurang jelasnya deskripsi pekerjaan serta 
rendahnya performa yang dimiliki ASN.  
ASN pada Biro Umum Sekretariat 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai 
salah satu unsur utama sumber daya manusia 
aparatur negara mempunyai peranan yang 
sangat penting dalam menentukan keberhasilan 
penyelenggaraan pelayanan dibidang Umum. 
Dan sosok ASN yang mampu memainkan 
peranan tersebut adalah ASN yang mempunyai 
kompetensi yang diindikasikan dari sikap 
disiplin yang tinggi. Oleh karena itu 
kedisiplinan aparatur sipil negara sangat 
penting dalam mengoptimalkan tugas-tugas 
dan fungsinya serta memberikan pelayanan 





Jenis penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif, yakni salah satu prosedur penelitian 
yang menghasilkan data deskriptif berupa 
ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang 
yang diamati, artinya penelitian ini adalah 
penelitian yang menghasilkan data dengan 
melakukan pengamatan terhadap obyek 
penelitian. Menurut Basrowi dan Suwandi 
(2008:23) mengatakan bahwa penelitian 
kualitatif bertujuan untuk mendapatkan 
pemahaman yang sifatnya secara umum 
terhadap kenyataan sosial dari perspektif 
partisipan. 
 
Lokasi dan Waktu Penelitian 
Lokasi penelitian ini bertempat pada Biro 





Waktu penelitian yang  digunakan dalam 
penelitian ini 3 (Tiga) bulan pada tahun 2018. 
 
Informan dan Teknik Penentuan Informan  
Pemilihan informan dalam penelitian, 
dilakukan dengan metode purposive, yaitu 
dengan memilih orang-orang yang dianggap 
mengetahui dan mampu memberikan informasi 
yang relevan dengan fokus permasalahan yang 
akan diteliti. Adapun informan yang dipilih 
sebanyak 5 (lima) orang, terdiri dari 1 orang 
Kepala Bagian Umum, 1 orang Kepala Sub. 
Bagian Kepegawaian dan Umum, dan 3 orang 
staf Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah yang terdiri dari; 2 orang staf 
kepegawaian dan 1 orang staf bagian asset. 
 
Jenis dan Sumber data 
Jenis data dalam penelitian ini adalah 
meliputi data primer dan sekunder. 
 






Instrumen penelitian  
Dalam melakukan pengumpulan data, 
peneliti menggunakan alat bantu yaitu panduan 
wawancara. Pedoman wawancara digunakan 
agar tidak terjadi penyimpangan terhadap 
tujuan penelitian ini. Penyusunan pedoman 
wawancara ini tidak hanya berdasarkan tujuan 
penelitian, tetapi juga didasarkan konsep teori 
yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
 
Teknik Analisis Data  
Dalam penelitian ini menggunakan cara 
yang dipakai oleh Miles dan Huberman 
(2014:31-33) yang terdiri atas tiga jalur 
kegiatan secara bersamaan, yaitu reduksi data, 
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penyajian data, penarikan kesimpulan/ 
verifikasi. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Keadaan ASN 
ASN merupakan motor penggerak dari 
berbagai kegiatan dalam suatu instansi atau 
organisasi, tanpa adanya ASN organisasi sulit 
untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Agar 
tujuan yang telah ditetapkan dapat berhasil 
dengan baik, maka diperlukan ASN  yang 
cukup handal berdaya guna dan berhasil guna, 
serta mampu melaksanakan tugasnya sesuai 
dengan tuntutan jabatan yang harus 
dilaksanakan. Selanjutnya  keadaan ASN Biro 
Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah dari jenjang pendidikan dapat dilihat 
pada tabel berikut ini: 
 
Tabel 1. Data Pegawai Menurut Tingkat 
Pendidikan 
No. Tingkat Pendidikan Jumlah 
1. Strata 3 (S.3) - 
2. Pascasarjana (S.2) 10 Orang 
3. Sarjana (S 1)/Diploma 4 78 Orang 
4. SLTA 96 Orang 
5. SLTP 8 Orang 
6. SD 8 Orang 
 Jumlah  200 Orang 
Sumber: Biro Umum Secretariat Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah, 2018. 
 
Berdasarkan kondisi ASN yang ada di 
Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah dengan latar belakang 
pendidikan, mayoritas pendidikan Sarjana (SI) 
memiliki kemampuan yang cukup memadai 
untuk menunjang optimalisasi penyelengaraan 
tugas dalam melakukan pelayanan yang lebih 
memuaskan. 
 
Kehadiran ASN Biro Umum Setda Provinsi 
Sulawesi Tengah  
Peraturan disiplin ASN adalah peraturan 
mengenai kewajiban, larangan dan sanksi 
apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan 
dilanggar oleh ASN. Peraturan tentang disiplin 
ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 
53 tahun 2010. Dimana disiplin mencakup 
unsur-unsur ketaatan, kesetiaan serta 
kesungguhan dalam menjalankan tugas. 
Disiplin juga dapat dilihat dari aktifitas ASN 
dimana salah satunya adalah ketepatan waktu. 
tingkat kehadiran ASN pada Biro Umum 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 
pada bulan Oktober kehadiran ASN yang tidak 
apel pagi dan tidak hadir masih diberikan 
kebijakan oleh kepala Biro Umum karena 
keadaan Pasca Gempa 28 September 2018, 
pada bulan November  yang tidak 
menandatangani absen apel pagi sebanyak 17 
orang atau 8,50 % dan tidak hadir sebanyak 18 
orang atau 9,00 % dan pada bulan Desember 
yang tidak apel pagi sebanyak 17 orang atau 
8,50 % dan tidak hadir sebanyak 17 orang atau 
8,50 % . Kehadiran ASN Biro Umum bulan 
Oktober sampai Desember 2018 rata-rata tidak 
apel pagi dan tidak hadir 5,75 % . Hal ini 
menandakan bahwa tingkat kedisiplinan  ASN 
pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah kurang baik.  
Adapun data Aparatur Sipil Negara yang 
dijatuhi sanksi atau hukuman disiplin pada 
Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi 
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Tabel 2.  Data ASN yang dijatuhi hukuman disiplin pada Biro Umum Sekretariat Daerah  














- Hukuman disiplin 
ringan : 
Surat Teguran  
4 7 5 5 12 33 
- Hukuman Disiplin 
Sedang 
- - - - - - 




1 - - 1 - 2 
 Jumlah 5 7 5 6 12 35 
Sumber: Sub Bagian kepegawaian Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 2018. 
 
Dari data tersebut dapat dilihat bahwa 
pada tahun 2014 jumlah ASN yang dijatuhi 
hukuman disiplin ringan yaitu berupa surat 
teguran oleh pejabat berwenang dalam hal ini 
atasan langsung adalah sebanyak 4 orang, 
tahun 2015 sebanyak 7 orang, tahun 2016 
sebanyak 5 orang, tahun 2017 sebanyak 5 
orang, dan tahun 2018 sebanyak 12 orang, 
dengan jumlah keseluruhan 33 orang. 
Sedangkan untuk hukuman disiplin sedang 
pada tahun 2014 hingga 2018 tidak ada PNS 
yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, 
dan untuk hukuman disiplin berat pada tahun 
2014 yaitu berupa pemberhentian tidak hormat 
adalah sebanyak 1 orang karena melakukan 
perkawinan kedua tanpa izin dari pejabat 
berwenang, tahun 2017 sebanyak 1 orang 
karena meninggalkan tugas tanpa keterangan 
dan alasan yang sah selama kurang lebih 1 
tahun. 
Bagi seseorang ASN disiplin sudah harus 
menjadi acuan hidupnya karena sikap dan 
perilaku seorang ASN dapat dijadikan panutan 
dan keteladanan bagi lingkungan dan 
masyarakat pada umumnya. Dalam 
melaksanakan tugas sehari-hari mereka harus 
mampu mengendalikan diri sehingga irama dan 
suasana kerja berjalan harmonis.  
Dalam implementasi kebijakan disiplin 
Aparatur Sipil Negara pada Biro Umum 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 
Hendaknya memperhatikan faktor-faktor 
seperti yang disampaikan oleh Edward III 
(1980:36) yaitu : komunikasi, sumber daya, 
Diposisi dan struktur birokrasi. 
 
Komunikasi 
Komunikasi yang baik harus 
disosialisasikan sehingga dapat menghasilkan 
suatu implementasi yang baik juga. Terkadang 
terdapat masalah dalam penyaluran 
komunikasi yaitu diantaranya adalah salah 
pengertian yang disebabkan banyaknya 
tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam 
proses komunikasi sehingga apa yang 
diharapkan akan terdistorsi ditengah jalan. 
salah satu faktor yang dapat memberikan 
pemahan terhadap suatu kebijakan untuk 
eksistensi pekerjaan, adalah melalui sosialisasi 
dari kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil 
wawancara dengan Dra. Rosmin selaku Plt. 
kepala bagian Umum Sekretariat Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah, menjelaskan bahwa: 
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Sosialisasi kebijakan disiplin aparatur sipil 
negara telah kami laksanakan kepada seluruh 
kepala Sub Bagian yang ada melalui rapat 
yang membahas tentang disiplin dan kinerja 
ASN. (hasil wawancara 24 Oktober 2018) 
Hasil wawancara diatas menunjukkan 
bahwa sosialisasi kebijakan disiplin Aparatur 
Sipil Negara telah dilaksanakan oleh Bagian 
Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah melalui rapat tentang disiplin dan 
kinerja ASN. Namun hal itu belum optimal 
karna hanya melibatkan Kepala Sub Bagian 
yang ada. Hal yang sama juga dikatakan oleh 
kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, 
Bapak Slamet Widodo, S.Sos, menjelaskan 
bahwa: 
Belum semua memahami juknis dan juklak yang 
ada dikarenakan oleh sosialisasi yang tidak 
melibatkan semua ASN pada Umum Sekretariat 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah disebabkan 
waktu dan biaya pelaksanaanya sangat 
terbatas. (petunjuk teknisnya termuat dalam 
peraturan Kepala BKN nomor 21 tahun 2010 
tentang Penentuan Palaksanaan Peraturan 
Pemerintahan nomor 53 tahun 2010 tentang 
disiplin Aparatur Sipil Negara). (hasil 
wawancara 29 Oktober 2018). 
Hasil wawancara diatas menunjukkan 
bahwa sosialisasi tentang implementasi disiplin 
kerja ASN pada Biro Umum Sekretariat Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah telah dilaksanakan 
namun belum melibatkan semua ASN yang ada 
dikarenakan waktu dan anggaran yang terbatas. 
Hal ini menunjukkan masih kurang pemahaman 
tentang implementasi disiplin aparatur oleh 
seluruh ASN yang ada di Biro Umum 
Secretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. 
Pernyataan tentang kurangnya sosialisasi 
kebijakan disiplin kerja ASN yang 
dilaksanakan pada Biro Umum Sekretariat 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, ditanggapi 
pula oleh Agus Ismail, S.Sos selaku staf bagian 
kepegawaian di Biro Umum Secretariat Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah, menjelaskan bahwa: 
Dalam melaksanakan sosialisasi kebijakan 
disiplin ASN, yang dilibatkan hanya yang 
memiliki eselon IV, karna diharapkan, setelah 
mereka mendapatkan pemahaman, maka 
mereka dapat pula melaksanakan pada bidang 
masing - masing, namun saya melihat harapan 
dan kami, tidak tercapai, karna msih banyak 
ASN yang sering bolos kerja. (hasil 
wawancara, 30 Oktober 2018). 
Ibu Srili (staf bagian kepegawaian) juga 
menambahkan, bahwa : 
Sosialisasi yang dilakukan oleh implementor 
masih terbatas pada surat edaran kepada ASN 
lingkup Biro Umum, sehingga pengetahuan 
tentang peraturan pemerintah nomor 53 tahun 
2010 tidak efektif (hasil wawancara, 1 
November 2018). 
Kurangnya sosialisasi yang dilaksanakan 
oleh Biro Umum Secretariat Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah, menyebabkan pemahaman 
akan disiplin kerja ASN kurang dipahami, 
sehingga menyebabkan seringnya terjadi 
pelanggaran disiplin, seperti bolos kerja, datang 
dan pulang tidak tepat waktu. 
Pendapat diatas, sangat jelas, terlihat 
kurangnya disiplin aparatur sipil negara pada 
Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah, sangat terlihat dan tidak tepat 
waktu dalam melakanakan tugas dan tanggung 
jawab sebagai aparatur Negara. Makna yang 
terkandung dalam penjelasan diatas, 
menunjukkan bahwa pegawai harus bekerja 
sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang 
berlaku. Ketentuan itu berwujud nilai serta 
kaidah-kaidah kerja yang positif 
diaktualisasikan dengan berperilaku yang 
teratur dan tertib dalam kehidupan 
kelembagaan. Untuk mewujudkan salah 
satunya, adalah membangun pemahaman 
aparatur sipil negara, tentang tugas dan 
tanggung jawab sebagai ASN. 
Dari serluruh penjelasan diatas, dapat 
disimpulkan, bahwa sosialisasi kebijakan 
Farid Amirullah, Implementasi Kebijakan Disiplin Aparatur Sipil Negara  Pada Biro Umum Sekretariat …….……………45 
 
 
disiplin Aparatur Sipil Negara, kurang 
dilaksanakan, karena tidak ada anggaran 
kegiatan sosialisasi, yang termuat dalam pagu 
anggaran, akibatnya aparatur sipil negara 
kurang mengetahui tanggung jawabnya sebagai 
aparatur sipil negara, yang mempunyai 
kewajiban memberikan pelayanan kepada 
masyarakat, dan bekerja dengan disiplin yang 
tinggi serta disertai dengan dedikasi akan 
tanggung jawabnya sebagai abdi Negara dan 
abdi masyarakat, kurangnya disiplin yang 
diperlihatkan, dengan tidak tepat waktu dalam 
melaksanakan tugas dan tanggung jawab 
sebagai Aparatur Sipil Negara. 
 
Sumber Daya 
Untuk mengetahui disiplin ASN dikaitkan 
dengan sumber daya manusia dimiliki dapat 
dilihat dari, tingkat pendidikan ASN. 
Pendidikan sangat mendukung bagi ASN untuk 
mampu berpikir secara lebih rasional dan kritis, 
sehingga akan lebih mudah dalam 
menyelesaikan segala persoalan yang 
dihadapinya. Pendidikan ASN merupakan salah 
satu yang dijadikan tolak ukur dalam merekrut 
seseorang untuk ditempatkan pada jabatan atau 
posisi tertentu. Diharapkan dengan latar 
belakang pendidikan yang dimiliki ASN maka 
tugas dan tanggung jawab dapat diselesaikan 
dengan baik. Wawancara dengan Dra. Rosmin 
selaku Plt. Kepala Bagian Umum Sekretariat 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, menjelaskan 
bahwa: 
Terus terang, saya katakan kalau sumber 
daya manusia yang dimiliki sangat 
mempengaruhi disiplin kerja seorang ASN, 
namun diakui pendidikan bukan satu-satunya 
alat ukur untuk berdisiplin. Namun 
pengamatan selama ini bahwa latar belakang 
pendidikan bermanfaat dalam menyelesaikan 
tugas dan pekerjaan. Sebagian yang menilai 
bahwa latar belakang pendidikan kurang 
bermanfaat disebabkan oleh adanya suatu 
ketidaksesuaian antara latar belakang 
pendidikan tidak membantu proses pelaksanaan 
pekerjaan (hasil wawancara, 24 Oktober 2018) 
Hasil wawancara di atas menunjukkan 
bahwa pendidikan yang dibutuhkan untuk 
meyelesaikan tugas dan pekerjaan tidak sesuai 
dengan pendidikan yang dimiliki oleh sumber 
daya manusia yang ada. Hal ini mendapat 
tanggapan dari kepala Sub Bagian 
Kepegawaian, Slamet Widodo,S.Sos, bahwa: 
Tingkat pemahaman seorang ASN sangat 
menentukan disiplin kerja. Banyak hal yang 
menentukan tingkat pemahaman seorang ASN 
dalam memahami tugas yang diberikan oleh 
pimpinan, antara lain: latar belakang 
pendidikan, kemampuan, pengalaman dan lain 
lain. Semakin sesuai latar belakang pendidikan, 
berarti semakin tinggi pemahaman ASN 
tersebut. Semakin banyak pengalaman seorang 
ASN maka semakin tinggi pula pemahaman 
akan disiplin dalam menjalankan tugas 
pekerjaan. (hasil wawancara, 29 Oktober 
2018) 
Menurut penjelasan diatas, bahwa banyak 
hal yang menentukan tingkat pemahaman 
seorang ASN dalam memahami disiplin kerja, 
terutama tugas yang diberikan oleh pimpinan, 
antara lain : latar belakang pedidikan, 
kemampuan, pengalaman dan lain lain: latar 
belakang pendidikan, berarti semakin tinggi 
pula pemahaman disiplin aparatur sipil negara 
tersebut. 
 Menurut hasil observasi, terlihat 
dilapangan, masih banyak ASN yang datang 
terlambat, datang jam 09.00 pagi pulang 11.00 
siang, terlihat pula ada ASN pergi ke pusat 
perbelanjaan dan warung kopi berombongan 
dengan teman temanya pada saat jam kantor 
dan memakai baju kantor. Perilaku demikian 
adalah perilaku yang tidak bertanggung jawab 
yang dilakukan oleh seorang aparatur sipil 
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negara, hanya saja, saya melihat sanksi disiplin 
belum dijatuhkan pada ASN yang berperilaku 
demikian, tidak pernah ada (observasi, 1 
November 2018). 
Dan  penjelasan diatas, yang bersumber 
dari hasil wawancara, observasi, maupun 
dikaitkan dengan teori sumber daya manusia, 
dapat disimpulkan, bahwa, pendidikan 
Aparatur Sipil Negara yang ada pada Biro 
Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah, dapat memberi kontribusi pada 
disiplin aparatur sipil negara, karena sangat 
terlihat, bahwa rata-rata yang sering bolos 
adalah ASN yang tidak memiliki jabatan, dan 
ASN yang mempunyai tupoksi tidak sesuai 
dengan bidang keahlianya. 
Pendidikan merupakan salah satu hal 
yang paling diperhitungkan oleh organisasi 
untuk pengembangan lambaga. Menurut data 
diatas, bahwa semakin tinggi pendidikan 
seseorang, maka tingkat pemahaman serta 
analisanya terhadap disiplin kerja akan 
semakin baik, sehingga umumnya seseorang 
yang memiliki pendidikan yang tinggi 
kemungkinan akan ditempatkan pada pos-pos 
yang memerlukan tingkat pemahaman dan 
analisa yang tinggi pula, namun yang terjadi 
ada bidang pekerjaan, yang menempatkan 
pegawai tidak sesuai dengan latar belang 
pendidikanya, akibatnya pegawai tersebut 
kurang dapat melaksanakan pekerjaannya 
dengan baik (kurang disiplin dalam tugas). 
Dari pendapat diatas, sangat jelas, terlihat, 
kurangnya disiplin ASN pada Biro Umum 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 
diperlihatkan lewat perilaku, tidak tepat waktu 
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab 
sebagai aparat Negara. 
 
Disposisi 
Salah satu faktor yang mempengaruhi 
efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap 
implementor. Jika implementor setuju dengan 
bagian isi dan kebijakan maka mereka akan 
melaksanakan dengan senang hati tetapi jika 
pandangan mereka berbeda dengan perbuatan 
kebijakan maka proses implementasi akan 
mengalami banyak masalah. 
Dra. Rosmin, menjelaskan bahwa: 
Disposisi lebih diarahkan pada komitmen dan 
kejujuran yang tinggi dalam melaksanakan 
pekerjaannya. Komitmen dan kjujuran yang 
tinggi dalam melakukan kebijakan disiplin 
ASN, merupakan gambaran sikap aparatur 
dalam mewujudkan pelayanan publik yang 
prima. Komitmen dan kejujuran yang 
dimaksudkan adalah komitmen dengan waktu 
dalam menyelesaikan pekerjaan, fakta yang 
ada dilapagan masih banyak pegawai yang 
tidak berkomitemn dalam menegakkan disiplin 
karna masih banyak yang datang terlambat, 
dan pulang cepat pada saat masih waktu 
kantor. (hasil wawancara 24 Oktober 2018) 
Hasil wawancara diatas menjelaskan 
tentang kurangnya komitmen dalam 
menjalankan perannya sebagai aparatur 
pemerintah yang digaji oleh Negara, terutama 
tidak datang tepat waktu ditempat pekerjaan 
(kantor). Slamet Widodo, S.Sos, yang 
menjelaskan : 
Kalau ditanya tentang ketepatan dalam 
menyelesaikan pekerjaan, tergantung 
situasinya, yang menjadi masalah disini, bukan 
semata mata, faktor manusia yang sering 
datang terlambat ditempat kerja. Tetapi kadang 
disebabkan sarana pendukung dalam 
menyelessaikan pekerjaan cukup terbatas, 
seperti komputer, kami hanya punya 4 buah 
computer, itupun yang satu dalam kondisi 
keadaan rusak, tidak sesuai dengan pekerjaan 
yang begitu banyak. (hasil wawancara 29 
Oktober 2018). 
Meninggalkan pekerjaan pada saat jam 
kerja, tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang 
ASN, hanya karena alasan kurang memadai 
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karena yang dimiliki dalam menunjang 
pelaksanaan disiplin. Namun kadang hal itu 
terjadi. Ketepatan waktu penyelesaian 
pekerjaan merupakan ukuran bagi seorang ASN 
dalam hal kedisiplinan. Pekerjaan yang 
diselesaikan tepat pada waktunya akan 
membuat pelaksanaan pekerjaan yang lain tidak 
terbengkalai. 
Dari seluruh pendapat diatas, yang 
dijelaskan oleh informan maupun yang 
bersumber dari hasil observasi bahwa, 
peraturan kerja digunakan untuk menciptakan 
kondisi yang kondusif. Peraturan dibuat untuk 
membuat kelancaran pekerjaan, bagaimana agar 
suatu tugas pekerjaan agar dapat diselesaikan 
tepat  pada waktu sehingga tujuan organisasi 
dapat dicapai, namun kenyataan sebagaian 
besar ASN belum melaksanakan pekerjaan 
dengan baik, karena tidak mematuhi disiplin 
kerja, hal tersebut dilihat dari kurang tepatnya 
peyelesaian pekerjaan yang ada disebabkan 
karna volume pekerjaan yang begitu banyak, 
namun tidak disertai dengan jumlah ASN dan 




Karateristik, norma-norma, dan pola-pola 
hubungan yang terjadi berulang ulang dalam 
badan-badan eksekutif yang mempunyai 
hubungan baik potensial maupun nyata dengan 
apa yang mereka miliki dalam menjalankan 
kebijakan, berdasarkan hirarki. 
Standar atau ukuran disiplin masuk kerja 
dan menaati ketentuan jam kerja yang 
digunakan dilingkungan Biro Umum 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 
adalah setiap ASN wajib datang, melaksanakan 
tugas dan pulang sesuai ketentuan jam kerja 
yaitu jam 07.30-16.00 (seni-jumat) istirahat 
pada jam 12.00-13.00 kecuai hari jumat jam 
11.30-14.00, serta tidak berada ditempat umum 
bukan kerja dinas. Apabila berhalangan hadir 
wajib memberitahukan kepada pejabat yang 
berwenang. Slamet Widodo, S.Sos, 
menjelaskan, bahwa: 
Struktur birokrasi, yang saya mengerti, 
adalah bagaimana ASN melaksanakan disiplin 
kerja dan pertanggung jawaban kerja sesuai 
dengan tupoksi . menurut penglihatan saya 
banyak pegawai yang kurang bersemangat 
dalam melaksanakan pekerjaanya, karena 
struktur kerja tidak jelas, dan kurang dipahami, 
serta alat penunjang masih kurang memadai 
(hasil wawancara 29 Oktober 2018). 
Penjelasan tentang bekerja berdasarkan 
tupoksi atau berdasarkan hirarki, telah 
dilaksanakan, oleh staf pegawai Biro Umum 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 
mendapat tanggapan dari Dra. Siti Unis staf 
bagian asset pada Biro Umum, bahwa: 
Sistem kerja aparatur sipil negara yang 
ada pada Biro Umum Sekretariat Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah , menurut hasil 
pengamatan saya, dapat saya katakan sudah 
cukup baik, karena sudah berjalan, 
berdasarkan tupoksinya masing masing. (hasil 
wawancara 2 November 2018). 
Dalam menjalankan disiplin kerja, 
mendapat apresiasi, bahwa aparatur sipil 
negara, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah dalam bekerja sudah sesuai 
dengan tupoksinya. Slamet Widodo, S.Sos, 
bahwa : 
Kalau ditanya tentang apakah mereka 
bekerja sudah sesuai dengan tupoksi, saya 
katakana iya, namun ditanya tentang, ketepatan 
dalam menyelesaikan pekerjaan, saya katakan 
masih banyak yang berkerja kurang tepat 
waktu, karna waktu kerja digunakan untuk 
cerita yang tidak (ada kaitannya dengan 
pekerjaannya), bahkan ada pada saat jam 
kantor tidak terlihat ditempatnya bekerja. (hasil 
wawancara 29 Oktober 2018). 
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Mekanisme kerja berdasarkan struktur 
birokrasi, dapat dikatakan sudah berjalan 
dengan baik, hanya saja pelaksanaan 
berdasarkan tupoksi tidak disertai dengan 
komitmen disiplin dalam menjalankan tupksi, 
terbukti masih banyak aparatur sipil negara di 
Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah tidak menggunkan waktu 
kerja efisien mungkin, seperti meninggalkan 
pekerjaan pada saat jam kerja, tidak sepatutnya 
dilakukan oleh pegawai, banyak karena alasan 
yang tidak jelas. 
Dari seluruh pendapat diatas, yaitu 
dijelaskan oleh informasi maupun yang 
bersumber dari hasil observasi bahwa, 
mekanisme kerja aparatur dalam menjalankan 
tupoksinya, diakui berjalan cukup baik, walau 
demikian, masih banyak melakukan 
pelanggaran, termasuk disiplin waktu kerja dan 
kurang ketelitian dalam bekerja, namun itu 
tidak perlu dipermasalahkan, yang perlu 
diupayakan adalah bagaimana merubah 
perilaku dan pola pikir pegawai melalui apakah 
itu pelatihan atau penghargaan pada pegawai 
yang berprestasi, sehingga menjadi motivasi 
pegawai lainya dalam meningkatkan disiplin 
kerja serta memahami sungguh sungguh tugas 
dan tanggung jawabnya sebagai ASN/aparatur 
pemerintah yang digaji dan uang rakyat. 
Oleh karena itu disiplin pegawai negeri 
sipil, menjadi hal yang paling prisipil untuk 
membentuk karakter kelembagaan 
pemerintahaan daerah yang bersih dan 
berwibawa, untuk mewujudkannya sangat 
sibutuhkan sentuhan pemberian sanksi yang 
melakukan pelanggaran, terutama sering 
terlambat masuk kantor, pulang bukan waktu 
jam kantor, bahkam tidak hadi pada saat jam 
kantor, melalui prosedur/mekanisme kerja yang 
dapat ditempuh oleh ASN yang tidak puas 
terhadap hukuman disiplin yang dijatuhi 
kepadanya baik berupa keberatan atau 
disbanding administrasi. Banding administrasi 
adalah upaya administrasi yang dapat ditempuh 
oleh ASN yang tidak puas terhadap hukuman 
disiplin berupa pemberhentian dengan hormat 
tidak atas permintaan sendiri atau 
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai 
ASN yang dijatuhkan oleh pejabat yang 
berwenang hukuman disiplin berupa 
diberhentikan sebagai ASN, (1). Secara 
kumulatif dihiung tidak masuk satu hari kerja; 
(2) atasan langsung yang tidak 
mendak/menjatuhi hukuman pada stafnya yang 
melanggar peraturan disiplin yang sama 
jenisnya dengan hukuman yang seharusnya 
diterim ASN yang bersangkutan. (3) atasan 
bertangguang jawab secara penuh terhadap 
kedisiplinan seluruh stafnya. (4) pegawai yang 
tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah 
selama 5 (lima) hari kerja kumulatif dalam sutu 
tahun dijatuhi disiplin; dan (5) bagi ASN yang 
menyalahgunakan tugas jabatanya dijatuhi 
hukuman disiplin tingkat berat. Standar atau 
ukuran disiplin masuk kerja dan menaati 
ketentuan jam kerja yang digunakan, seperti 
ketentuan jam kerja yaitu jam 07.30-16.00 
(senin-jumat) istirahat pada jam 12.00-13.00 
kecuali hari jumat jam 11.30-14.00, serta tidak 
berada ditempat umum bukan karena dinas. 
Apabila berhalangan hadir wajib 
memberitahukan kepada pejabat yang 
berwenang. Pelanggaran terhadap kewajiban 
masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja 
menaati berjalan ketentuan jam kerja dihitung 
secara kumulatif sampai dengan akhir tahun 
berjalan (pelanggaran yang dilakukan dihitung 
mulai bulan januari sampai dengan desember 
tahun yang bersangkutan). 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
Kesimpulan 
Bahwa implementasi kebijakan disiplin 
aparatur sipil negara pada Biro Umum 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 
belum berjalan baik karena masih banyak 
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kendala yang terjadi dalam hal sosialisasi, 
sumberdaya, disposisi, maupun struktur 
birokrasi oleh karena itu perlu dilakukan 
perbaikan-perbaikan yang sangat mendasar 
terkait dengan peraturan pemerintah nomor 53 
tahun 2010 tentang disiplin aparatur sipil 
negara agar dapat berjalan dengan baik dan 
sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga 
berdasarkan analisis pembahasan hasil 
penelitian tentang analisis implmentasi 
kebijakan disiplin aparatur sipil negara pada 
Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah sebagai berikut: 
1. Komunikasi dalam hal ini sosialisasi tentang 
kejelasan dan konsisten belum berjalan 
dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan 
adanya hambatan komunikasi dalam bentuk 
sosialisasi yang dilakukan implementor 
belum secara optimal dilaksanakan. 
2. Sumber daya kurang berjalan dengan baik, 
karena keterbatasan sumber daya manusia 
yang dimiliki, penempatan bukan pada 
bidang ilmu dan sarana prasarana pendukung 
yang kurang memadai. 
3. Disposisi, kurang tepatnya penyelesaian 
pekerjaan yang ada disebabkan karena 
volume pekerjaan yang begitu banyak, 
namun tidak disertai dengan jumlah aparatur 
sipil negara dan kualitas serta penempatan 
aparatur sipil negara berdasarkan keahlian. 
4. Mekanisme kerja aparatur sipil negara dalam 
menjalakan tupoksinya, diakui berjalan 
cukup baik, walaupun demikian masih 
banyak melakukan pelanggaran termasuk 
disiplin waktu kerja dan kekurangketelitian 
dalam bekerja.  
 
Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan 
dan kesimpulan maka peneliti mengajukan 
saran sebagai berikut: 
1. Perlu dilakukanya sosialisasi dan workshop 
secara intensif dan berkesinambungan 
terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan 
Peraturan Pemerintah nomer 53 tahun 2010 
tentang disiplin Aparatur Sipil Negara agar 
informasi tersebut dapat terjangkau bagi 
seluruh aparatur sipil negara pada Biro 
Umum Sekretariat Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah. 
2. Perlu diperhatikannya sarana dan prasarana 
yang ada agar disesuaikan dengan jumlah 
sumber daya manusia yang ada. 
3. Agar diperhatikan tingkat kesetaraan dan 
keadilan aparatur sipil negara supaya tidak 
terjadi kesenjangan. 
4. Agar disesuaikan antara tingkat pendidikan 
sumber daya manusia dengan tugas pokok 
dan fungsi yang ditugaskan kepadanya. 
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